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P U T U S A N
Nomor 2923/Pdt.G/2024/PA.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Cikarang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat,  tempat  dan  tanggal  lahir  Jakarta  17  November  1996,  umur  27

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Karyawan

Swasta,  tempat  tinggal  di  ALAMAT.  Dalam  perkara  initelah

memberikan  kuasa  kepada  Rohmat,  S.Ag.,  SH,  MH,  Asep

Saefudin, SH, dan Neng Mega Yulianingrum, SH. Para Advokat

dan  Konsultan  Hukum  pada  Lembaga  Bantuan  Hukum

Perselisihan Keluarga dan Perceraian,  beralamat di  Komplek

Perkantoran  Pemda  Kabupaten  Bekasi  (Sebelah  Kanan

Masjid),  Kecamatan  Cikarang  Pusat,  Kabupaten  Bekasi,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024

yang  telah  didaftar  pada  Buku  Register  Surat  Kuasa

Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1493/Adv/IX/2024/PA.Ckr,

dengan  domisili  elektronik  pada:

rohmatsagshmhcla@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta 22 Januari 1992, umur 32 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta,

tempat tinggal di ALAMAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;
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DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  18

September  2024 yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Cikarang dengan register perkara Nomor  2923/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 19

September 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal

25  Oktober2015  di  hadapan  Pejabat  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan

Cipayung,  Kabupaten  Bekasi,  Provinsi  Jawa Barat,  sebagaimana  dalam

Kutipan Akta Nikah Nomor: 580/110/X/2015;

2.  Bahwa  pernikahan  Penggugat  berstatus  gadis  dan  Tergugat  berstatus

perjaka tidak ada hubungan saudara atau yang lainnya;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

bersama yang  berlamat:  Jalan  Melati  Raya  Blok  FD,  RT.009/014,  Desa

Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

4.  Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami

istri  serta  melakukan  hubungan  layaknya suami  istri  (ba'da dukhul)  dan

sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama: 

   - ANAK, laki-laki, Jakarta, 30 April 2016; 

  - ANAK, perempuan, Bekasi 24 Maret 2021; 

Dan saat ini anak ikut dengan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan

dengan  baik  dan  harmonis,  namun  sejak  awal  bulan  Juni  2021

keharmonisan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai

terjadi  permasalahan  dan  perselisihan  yang  terus  menerus  dengan

penyebab yaitu:

a. Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain saat berumah tangga

dengan Penggugat;  

b. Tergugat  tidak bertanggung jawab perihal  pemberian nafkah lahir  dan

batin;  

c. Tergugat mudah marah, sering berkata kasar, bahkan berani melalukan

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); 
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6.  Bahwa  berdasarkan  point  nomor  5  tersebut,  maka  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  benar-benar  tidak  rukun  lagi  dan

puncaknya sejak Desember 2022, Tergugat dan Penggugat sudah pisah

rumah, yakni Tergugat meninggalkan Penggugat karena keinginan sendiri

sejak saat itu tidak ada lagi hubungan suami istri kurang, antara Penggugat

dan Tergugat sudah pisah rumah berjalan1 tahun 9 bulan;

7.  Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat  sebagaimana

diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

yang sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari

suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

8.  Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan

cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar sudah pisah rumah lebih dari 6

bulan  dan  tidak  mungkin  hidup  rukun  kembali  dalam  suatu  ikatan

perkawinan,  sehingga  berdasarkan  SEMA  RI  No.3  tahun  2023  untuk

menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Cikarang  untuk  berkenan  menerima,

memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  

2.  Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);  

3.  Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari  dan tanggal  sidang yang telah ditetapkan Penggugat

dan Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan

nasehat  kepada  Penggugat  dan Tergugat agar  mengurungkan keinginannya

untuk bercerai dan mencoba kembali  membina rumah tangga yang  sakinah,

mawaddah wa rahmah;
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Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis

telah  menunjuk  A.  Djudaeri  Rawiyan,  SH selaku  mediator  untuk  melakukan

upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator

yang bersangkutan tertanggal 12 November 2024 menyatakan upaya mediasi

telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesapakatan damai (gagal);

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  secara  litigasi

diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap

dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat,  Tergugat  tidak  dapat  didengar

jawabannya  dalam  persidangan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  lagi  di

persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan agar hadir di persidangan

dan dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya  itu  disebabkan  suatu  halangan  yang  sah,  dengan  demikian

pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat 

Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor 580/110/X/2015,  tanggal  25 Oktober

2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA Kecamatan  Cipayung,  Kota  Depok,  telah

bermeterai  cukup  dan  dinazegelen, yang  oleh  Ketua  Majelis  telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1

dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI,  umur  54  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,

tempat  tinggal  di  ALAMAT,  telah  memberikan  keterangan  di  bawah

sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi  adalah  ayah

kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

di  Jalan  Melati  Raya,  RT.013  RW.014,  Desa  Sumberjaya,  Tambun

Selatan, Kabupaten Bekasi;
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- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai

dua orang anak; 

- Bahwa semula  rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  berjalan

rukun  dan  harmonis  namun  kemudian  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  disebabkan  dugaan

adanya pihak ketiga;

- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;

- Bahwa  sampai saat ini mereka telah berpisah lebih dari satu tahun,

dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

lagi hubungan baik lagi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan

Tergugat kembali;

2. SAKSI,  umur  28  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,

tempat  tinggal  di  ALAMAT,  telah  memberikan  keterangan  di  bawah

sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga

Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

di  Jalan  Melati  Raya,  RT.013  RW.014,  Desa  Sumberjaya,  Tambun

Selatan, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai

dua orang anak; 

- Bahwa semula  rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  berjalan

rukun  dan  harmonis  namun  kemudian  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  disebabkan  dugaan

adanya pihak ketiga;
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- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari

pengaduan Penggugat;

- Bahwa  sampai saat ini mereka telah berpisah lebih dari satu tahun,

dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

lagi hubungan baik lagi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan

Tergugat kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan

telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi

di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang

pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat

gugatan  Penggugat  dan  mohon  putusan  dengan  mengabulkan  gugatan

Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat  uraian putusan ini  cukup ditunjuk  kepada

hal-hal  sebagaimana  yang  tercantum dalam berita  acara  sidang  perkara  ini

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  posita  gugatan  Penggugat,  Majelis

Hakim  dapat  menyimpulkan  bahwa  perkara  tersebut  mengenai  sengketa

perkawinan  yang  menjadi  wewenang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang

tercantum  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili

Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama,  maka  Pengadilan  Agama  Cikarang  berwenang

menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat
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hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak

sebagai  pihak dalam perkara ini  dan mempunyai  kualitas untuk mengajukan

tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal

14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditetapkan  Penggugat  dan  Tergugat telah  dipanggil  untuk  menghadap  ke

persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan

oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138

Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara

telah hadir secara pribadi (in person) di persidangan;

Menimbang,  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama  jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 serta Pasal  143 ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam, Majelis Hakim telah

berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar

dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang,  berdasarkan  Pasal  130  HIR  dan  Pasal  4  Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan,  bahwa  dalam  perkara  perdata  inklusif didalamnya  mengenai

perkara  perceraian  wajib  dilaksanakan  mediasi,  karenannya  Majelis  Hakim

telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh

mediasi,  dan  untuk  keperluan  itu  Ketua  Majelis  telah  menunjuk  A.  Djudaeri

Rawiyan, SH selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  laporan  proses  mediasi  dari  mediator

tersebut tanggal 12 November 2024, yang menyatakan upaya mediasi dalam

perkara ini tidak berhasil;
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Menimbang,  bahwa  dari  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  tersebut,  dapat

disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini

adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19

huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

(f)  Kompilasi  Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus

menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang,  bahwa  untuk  dikabulkannya  gugatan  perceraian  karena

alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  jo. Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  harus

memenuhi  beberapa  unsur  sebagai  berikut:  (1)  Rumah  tangga  sudah  tidak

harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan

dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk

rukun  kembali.  (3)  Pengadilan  sudah  berusaha  mendamaikan,  namun  tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  dapat  didengar  jawabannya  di

persidangan karena Tergugat setelah proses mediasi tidak pernah hadir lagi,

maka secara yuridis formal  Tergugat dapat  dianggap  tidak bermaksud untuk

mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya

di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam

gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan

Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa telah ternyata  Tergugat tidak pula menyuruh orang

lain  untuk  menghadap  sebagai  kuasa/wakilnya  yang  sah  meskipun  telah

diperintahkan untuk hadir  dan dipanggil  sesuai  ketentuan Pasal  55 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sehubungan dengan itu berdasarkan

ketentuan  Pasal  127  HIR  jo. Pasal  81  Rv.  Majelis  Hakim  berpendapat

pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dan diputus

secara contradictoir;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI

Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa

tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada

pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya

kebohongan (de groten langen), dengan demikian Penggugat diwajibkan untuk

membuktikan dalil-dalil  yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal

163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatanya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode  P.1

dan telah menghadirkan dua orang saksi saksi di persidangan;

Menimbang,  bahwa  alat  bukti  kode  P.1  merupakan  akta  otentik  yang

berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan

Tergugat  telah  dan  masih  terikat  dalam  perkawinan  sah,  dan  telah  sesuai

dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  dari  Penggugat  telah  memberikan

keterangan di  persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah

menurut  agama  yang  dianutnya,  sedangkan  adanya  hubungan  dekat  atau

adanya  hubungan  keluarga  antara  Penggugat  dan  saksi-saksi  merupakan

ketentuan  khusus  dalam  perkara  perceraian  atau  sengketa  mengenai

kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2)

HIR  jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari

kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah

memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-

saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat

sendiri,  keterangan  yang  diberikan  tersebut  harus  mempunyai  sumber

pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling

bersesuaian satu dengan yang lain; 
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Menimbang,  bahwa dari  pembuktian Penggugat,  dapat  diperoleh  fakta-

fakta sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  bersama  sebagaimana

layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun

karena  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terus  menerus  bertengkar  dan

berselisih;

3. Bahwa  penyebab  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

dugaan adanya pihak ketiga;

4. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih

dari 1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

5. Bahwa  keluarga  atau  orang-orang  dekat  sudah  berupaya  menasihati

Penggugat  supaya  mengurungkan  niatnya  bercerai  dengan  Tergugat,

namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  akan  sulit  untuk  mewujudkan

rumah tangga  bahagia  yang penuh  rahmah dan  kasih  sayang seperti  yang

diharapkan  setiap  pasangan  suami  istri,  justru  sebaliknya  mempertahankan

perkawinan  seperti  itu  (rumah  tangga  yang  sudah  pecah/retak)  bisa

menimbulkan  dan  mengakibatkan  akibat  negatif  bagi  semua  pihak  dan

kesemuanya  itu  bisa  mendatangkan  mudharat,  oleh  karena  itu  harus  dicari

kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang

berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan)
daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka

jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat

serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis

Hakim  menilai  bahwa  unsur-unsur  untuk  dikabulkanya  sebuah  perceraian
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berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  hukum  perceraian  menurut  Islam  berkisar  pada

hukum  haram,  wajib,  sunat,  mubah  dan  makruh,  dan  dalam  perkara  ini

perceraian  menjadi  diperbolehkan,  dan  oleh  karena  Imsak  bil  Ma'ruf tidak

berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kepada  fakta-fakta  hukum,  Majelis

Hakim  berpendapat  SEMA Nomor  3  Tahun  2023  Huruf  C  angka  1  telah

terpenuhi dengan terjadinya:  antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

lagi hubungan baik lagi,  yang merupakan ekses dari  pisah rumahnya antara

kedua belah pihak [vide Pasal  9 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga];

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya

alasan  perceraian  sesuai  dengan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan

usaha perdamaian sesuai  dengan Pasal  130 HIR dan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan  dan usaha

damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1)

dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

ternyata  tidak  berhasil  (telah  gagal),  oleh  karenanya  Majelis  Hakim

berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua)

dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang

diajukan  oleh  istri  ke  Pengadilan  Agama,  maka  dengan  pertimbangan-

pertimbangan  hukum  di  atas,  Majelis  Hakim  menjatuhkan  talak  satu  bain

shughra  dari  Tergugat  (Tergugat)  terhadap  Penggugat  (Penggugat),  dimana

perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan

Agama, sebagaimana maksud Pasal  119 ayat  (2) huruf  c  Kompilasi  Hukum

Islam.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka

bagi  Penggugat  terdapat  waktu  tunggu  (masa  iddah)  selama  tiga  kali  suci
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(sekurang-kurangnya  sembilan  puluh  hari)  dikarenakan  perceraian  tersebut

ba’da  dukhul sebagaimana  maksud  Pasal  153  ayat  (4)  dan  Pasal  155

Kompilasi  Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat  wajib

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang,  bahwa  dalam  bidang  perkawinan,  inklusif  di  dalamnya

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama serta  berdasarkan azas  lex  spesialis

drogat lex generalis  maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang

jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.  Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);  

3.  Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah  Rp797.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan  dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama  Cikarang  pada  hari  Selasa tanggal  26  November  2024 Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  24  Jumadilawwal  1446  Hijriah  oleh  Abdil  Baril

Basith,  S.Ag.,  SH,  MH sebagai  Ketua  Majelis,  Tirmizi,  SH,  MH  dan  Alvi

Syafiatin, S.Ag., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh  Muhamad

Hudory, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat

dan Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tirmizi, SH, MH Abdil Baril Basith, S.Ag.,SH, MH

Hakim Anggota,

Alvy Syafiatin, S.Ag, MH

Panitera Pengganti,

Muhamad Hudory, SH, MH

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,-

2. Biaya ATK Perkara : Rp.   75.000,-

3. PNBP Panggilan : Rp.   20.000,-

4. Biaya Panggilan : Rp.  652.000,-

5. Biaya Redaksi : Rp.   10.000,-

6. Biaya Meterai : Rp.   10.000,-

JUMLAH : Rp.  797.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2923/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


